Menimbang :

Mengingat

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR ¢/ TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2022

a.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Bupati
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah
Kepada Pemerintah, memberikan keterangan
pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kebupaten
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kabupaten
Bener Meriah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener
Meriah Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18
ayat (6) Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 No.171, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1282);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20138
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
86/PMK.07 /2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana
Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 518);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
118/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
160/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07 /2021 tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
204 /PMK. 07./2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1319);

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2021 Nomor 152);

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener
Meriah Tahun 2022 Nomor 154);

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 168 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun
2021 Nomor 168);

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 168
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 14);

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bener
Meriah Tahun 2022 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH
MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan

memuat:

a.

¢ OO

Laporan realisasi anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan arus kas;

f. Laporan.. /\l
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f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah Rp. 906.196.899.317,40
b. Belanja daerah Rp. 924.787.760.997,03
Surplus/(defisit Rp. (18.590.861.679,63)
c. Pembiayaan daerah
- Penerimaan Rp. 32.257.628.040,46
- Pengeluaran Rp. 0,00
- Pembiayaan Netto Rp. 32.257.628.040,46
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (15.809.837.637,96) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan stlh R 922.006.736.955,36
bah P-
perubahan
b. Realisasi Rp. 906.196.899.317,40
Selisih lebih/(kurang) Rp. (15.809.837.637,96)

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. 29.476.603.998,79
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan stlh R 954.264.364.995,82
p-
perubahan
b. Realisasi Rp. 924.787.760.997,03
Selisih lebih /(kurang) Rp. (29.476.603.998,79)

3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 13.666.766.360,83 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 32.257.628.040,46)
b. Realisas Rp. 18.590.861.679,63)

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 13.666.766.360,83)

4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 32.257.628.040,46
b. Realisasi Rp. 32.257.628.040,46
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

5. Selisih Anggaran..... ﬂ%



5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan neto setelah

perubahan Rp. 32.257.628.040,46

b. Realisasi Rp. 32.257.628.040,46

Selisih lebih /(kurang) Rp. 0,00
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember
Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 1.679.573.316.853,03

b. Jumlah Kewajiban Rp. 10.652.450.359,90

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.668.920.866.493,13
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai
berikut:

a. Saldo kas awal per 1 januari tahun

2022 Rp. 32.257.628.040,46
b. Arus kas dari aktivitas operasi

- Kas masuk Rp. 905.933.449.217,40

- Kas keluar Rp. 796.742.273.893,52
c. Arus kas dari aktivitas investasi

- Kas masuk Rp. 263.450.100,00

- Kas keluar Rp. 128.045.487.103,51
d. Arus kas aktivitas Pendanaan

- Kas masuk Rp. 0,00

- Kas keluar Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris

- Kas masuk Rp. 48.620.158.890,00

- Kas keluar Rp. 48.620.158.890,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2022 Rp. 13.666.766.360,83

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g
tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7ﬁ.g_



Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah
dan Organisasi;

Lampiran .2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan,;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan
dan sub kegiatan;

Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Lampiran III Laporan operasional;

Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas;

Lampiran V Neraca;

Lampiran VI Laporan arus kas;

Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan;

Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV  Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX  Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Lampiran XX.1

Lampiran ; XX.2

Daerah /Perusahaan Daerah terdiri atas;
Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Qanun ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah tercantum dalam lampiran XX Qanun ini.

Pasal 9...A§l..
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Pasal 9
Bupati Bener Meriah menetapkan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 10
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 15 Agustus 2023

/ Pj. BUPATI BENER MERIAH,(

¢
kv HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal (5 Agustus 2023

% Pj. SEKRETARIS DAERAH ,/

&

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR |55

Nomor Registrasi Qanun Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh :



